
 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/  

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/ 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN 
DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA 

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang :    a .   bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha 

besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di 
daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha 
Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

Daerah; 
b. bahwa untuk meningkatkan realisasi dan pemerataan 

kemitraan di bidang penanaman modal dengan  
mengoptimalkan pemberian manfaat kepada 
masyarakat setempat serta memprioritaskan 

penyandang disabilitas, perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri 

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha 

Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan 

Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha 

Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
Daerah; 
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Mengingat :       1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023   Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6            
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6619); 
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021    Nomor 128); 
8. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381); 
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal           

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal          

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman 

Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 171); 

13. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 949); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 

MODAL     NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN  KEMITRAAN  DI  BIDANG  PENANAMAN 
MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, 

KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH. 
 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar 
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171) diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan 
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.  
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2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil.  
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Menengah.  
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi 
usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan 
kegiatan ekonomi di Indonesia.  

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

6. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan 

usaha, baik langsung maupun tidak langsung, 
atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan 

yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah terutama dimana Usaha Besar 

berinvestasi. 
7. Surat Pernyataan Komitmen adalah pernyataan 

mandiri dari Usaha Besar untuk melaksanakan 

Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

8. Kesepakatan Kemitraan Usaha adalah dokumen 
kesepakatan antara Usaha Besar dengan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melaksanakan 

Kemitraan sebagai tindak lanjut dari Surat 
Pernyataan Komitmen. 

9. Perjanjian Kemitraan adalah dokumen surat 

perintah kerja, kontrak kerja, kontrak pembelian, 
dan/atau kontrak bisnis lainnya antara Usaha 

Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
untuk melaksanakan Kemitraan sebagai tindak 
lanjut dari Kesepakatan Kemitraan Usaha. 

10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang 
selanjutnya disebut Kementerian adalah 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang investasi dan suburusan 
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pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup 
urusan pemerintahan di bidang investasi.  

11. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang 
selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian yang 

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
koordinasi penanaman modal.  

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang investasi  dan 
suburusan pemerintahan hilirisasi yang 

merupakan lingkup urusan pemerintahan di 
bidang investasi. 

13. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan di bidang koordinasi 
penanaman modal. 

 
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 17 

(1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang 

masuk ke dalam bidang usaha prioritas 
penanaman modal dan/atau bidang usaha yang 

dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 menyusun komitmen 

Kemitraan dengan mencantumkan: 
a. jenis pekerjaan;  

b. nilai pekerjaan; dan  
c. waktu pelaksanaan Kemitraan.  

(2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat 
Pernyataan Komitmen dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah melalui sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (online single 
submission). 

 
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 18 

(1) Komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah di daerah dilaksanakan: 
a. sesuai dengan jenis pekerjaan yang mengacu 

pada pola Kemitraan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dan nilai pekerjaan yang 

dikomitmenkan oleh Usaha Besar; dan 
b. memprioritaskan pemilihan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah Penyandang Disabilitas 

dan/atau yang mempekerjakan Penyandang 
Disabilitas. 

(2) Pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
pemilihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi 
usaha dari Usaha Besar. 
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(3) Dalam hal pelaksanaan komitmen Kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

tercapai, pelaksanaan komitmen Kemitraan 
dilakukan dengan pemilihan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah yang berada di lintas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan lokasi 
usaha dari Usaha Besar. 

 
4. Pasal 19 dihapus. 

 

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 20 
(1) Surat Pernyataan Komitmen diajukan oleh Usaha 

Besar melalui sistem perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik (online single 
submission)  pada saat: 

a. Usaha Besar mengajukan perizinan berusaha 
untuk kegiatan penanaman modal pada 

bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang–undangan; dan/atau 

b. Usaha Besar mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan fasilitas penanaman modal atas 

kegiatan penanaman modal pada bidang 
usaha prioritas penanaman modal. 

(2) Surat Pernyataan Komitmen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Usaha 
Besar dengan pemilihan calon mitra Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah yang disiapkan oleh 
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan 
asosiasi usaha. 

(3) Daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di daerah diakses oleh Usaha Besar 
melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik (online single submission). 
(4) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang 
dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan 

calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
(5) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau 
pengurus dengan Usaha Besar. 

(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Usaha Kecil dan Menengah 

dan suburusan pemerintahan Usaha Mikro yang 
merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di 
bidang Usaha Kecil dan Menengah dapat 

menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah pada sistem informasi data tunggal 
untuk diakses melalui sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (online single 
submission). 
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6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 21 

(1) Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuktikan 

dengan Kesepakatan Kemitraan Usaha dan 
Perjanjian Kemitraan yang ditandatangani oleh 
Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 
(2) Kesepakatan Kemitraan Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus disepakati para 

pihak sebelum waktu pelaksanaan Kemitraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf c melalui sistem perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik (online single 
submission). 

(3) Kesepakatan Kemitraan Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. identitas para pihak;  
b. maksud dan tujuan;  
c. ruang lingkup kesepakatan; 

d. tanggung jawab para pihak;  
e. pelaksanaan Kemitraan; dan  

f. penyelesaian perselisihan. 
(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang merupakan tindak lanjut dari 

Kesepakatan Kemitraan dibuat secara mandiri 
oleh Usaha Besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah sebelum waktu pelaksanaan 
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1)    huruf c. 

(5) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) paling sedikit memuat:   
a. identitas para pihak; 

b. kegiatan usaha; 
c. hak dan kewajiban para pihak; 

d. bentuk pengembangan; 
e. jangka waktu Kemitraan; 
f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; 

dan 
g. penyelesaian perselisihan. 

(6) Kementerian/Badan melaksanakan pendataan 

pelaksanaan Kemitraan terhadap Usaha Besar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 

berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.  
(7) Kementerian/Badan dalam melakukan pendataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat 

melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah, dan/atau asosiasi usaha. 
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7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 22 

(1) Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah untuk bidang usaha yang 
dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara 
berkelanjutan selama Usaha Besar masih 

melakukan kegiatan usaha. 
(2) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 

menjadi Usaha Besar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan: 

a. Usaha Besar yang telah bermitra wajib 
melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah lain paling lambat 1 (satu) 

tahun terhitung sejak Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah telah menjadi Usaha Besar; dan 

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah 

menjadi Usaha Besar dan menjalankan bidang 
usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan wajib 
melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah lain paling lambat 1 (satu) 

tahun terhitung sejak menjadi Usaha Besar.  
(3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah 

menjadi Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tetap dapat melanjutkan kerja sama 
dengan Usaha Besar yang menjadi mitranya, 

sebagai kerja sama antarsesama Usaha Besar. 
(4) Kerja sama antarsesama Usaha Besar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

menjadi pemenuhan ketentuan untuk bidang 
usaha yang dipersyaratkan bermitra sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
 

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 24 
(1) Dalam hal Usaha Besar yang mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan fasilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)   
huruf b tidak mendapatkan calon mitra Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat 
(2) dan     ayat (3), serta Pasal 20 ayat (4), Usaha 

Besar dapat melaksanakan kewajiban Kemitraan 
dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 
kepada masyarakat di lokasi usaha dari Usaha 

Besar dan dapat melibatkan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah dalam pelaksanaannya. 
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(2) Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 

bentuk pembangunan sarana dan prasarana 
pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan/atau 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Dalam hal bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dapat dilaksanakan, tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk lain 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi 
usaha dari Usaha Besar. 

(4) Kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban 

tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan 
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang perseroan terbatas. 

(5) Ketentuan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku dalam hal 
Usaha Besar melaksanakan kewajiban Kemitraan 

dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 
kepada masyarakat di lokasi usaha dari Usaha 

Besar. 
 

9. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 24A 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan di Bidang 

Penanaman Modal ditetapkan oleh Menteri. 
 

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 25 
(1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Kemitraan 

Usaha dan Perjanjian Kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di daerah wajib melaksanakan secara 

profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai 
dengan kesepakatan dan perjanjian.  

(2) Dalam hal pelaku usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah tidak dapat melaksanakan Perjanjian 
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

wajib melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah di daerah.  

(3) Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan 
asosiasi usaha. 
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11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 27 

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, 
Usaha Besar wajib memperhatikan:  

a. pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di daerah untuk memenuhi standar 
kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai 

dengan Perjanjian Kemitraan; dan 
b. pelaksanaan Kemitraan secara 

berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan 

yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, 
profesional, dan transparansi yang saling 

menguntungkan. 
12. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 28 

(1) Usaha Besar dalam pelaksanaan Kemitraan wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan 
berupa tindak lanjut dari Surat Pernyataan 

Komitmen dan Kesepakatan Kemitraan Usaha, 
rincian Perjanjian Kemitraan, dan/atau Kemitraan 
dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. 

(2) Pelaporan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 

laporan kegiatan penanaman modal secara berkala 
melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik (online single submission). 

(3) Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik (online single submission) mengalirkan 

data pelaporan pelaksanaan Kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah 
dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang 

merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan 
di bidang usaha kecil dan menengah, dan 
pemerintah daerah. 

 
13. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 29 

(1) Kementerian/Badan dapat memberikan 
penghargaan kepada Usaha Besar yang 
melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4. 
(2) Kementerian/Badan dapat memberikan 

penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di daerah yang melaksanakan 
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1). 



- 11 
- 

 

(3) Kementerian/Badan dapat memberikan 
penghargaan kepada pemerintah daerah yang 

secara aktif melaksanakan fasilitasi dan/atau 
pembinaan pelaksanaan Kemitraan kepada Usaha 
Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

daerah.  
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: 
a. piagam/trofi penghargaan; atau 
b. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 31 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan 

pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha, para 
pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan 
tersebut secara musyawarah dan mufakat.  

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai 
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kementerian/Badan dapat 
melakukan mediasi penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan.  

(3) Kementerian/Badan dapat melibatkan 
kementerian/lembaga atau pemerintah daerah 

sesuai kewenangannya dalam hal mediasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

15. Lampiran Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang 

Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dihapus. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2025 

 
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Œ 
 

ROSAN PERKASA ROESLANI 

 
Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal                Д 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 

Ѽ 
 
DHAHANA PUTRA 
 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR     Ж 
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